
GUBEKNUK SUIITATEKA UTARA

PERATUMN GUBERNUR SUTIATERA T'TARA
NOMOR 35 TAHUN 2OO9

TEF{TAHG

PERUBAHAN PERATURATII GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2OO9

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPN DI LINGKUNGAT{
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAiI 2OO9

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YAT{G }IAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 5 butir c Feraturan Gubemur Sumatera Utara

Nomor 13 Tahun 2009 kepada setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemprovzu diberi Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan

objektif lainnya berupa uang Lebaran/ Natal sebesr Rp 1.000.000,' (satu

juta rupiah);

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-602

Tahun 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan

Peraturan Gubemur Sumatera Utara tentang Fenjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2009, Diktum KESATU point II Belanja Daerah butir 5,

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kebutuhan ObjeKif

lainnya yang penggunaannya untuk Tunjangan Lebaran dan Tahun Baru,

supaya ditinjau kembali dengan memperhatikan Surat Komisi

Pemberantasan Korupsi Nomor B. 113U5.KPlqX/2005 tanggal 10 Oktober

2005 perihal penyampaian Siaran Pers dan Surat Edaran Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PANI10/2006 tentang

Larangan Mengirim dan Menerima Hadiah Lebaran di Lingkungan

Penyelenggara Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun

2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009;

Undang-Undang Nomar 24 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah

Otonom PrOpinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1103);

Mengingat .1

b.
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2. undang'undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1g9g tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-

pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20M
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2A04 tentang Pemeriksaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a389);

Undang.Undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 484);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20O4 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor t26, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44.3il;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502);

4.

7.

10.

11.



12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor a576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 46L4);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-602 Tahun 2009 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera lJbra tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Gubemur

Sumatera Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2M9;

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Seketariat Daerah dan Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2008 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8);

21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9);
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Menetapkan

Diundangkan di Medan

pada tanggal 1p olctobe:r 2ac9

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATEM UTAM TAHUN 2OO9 NOMOR 35

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN GUBERNUR TEI{TAilG PERUBAHAN PERATURAI{
GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 13 TAHUN 2O{x) TENTAHG
TAMBAHAN PENGHASII"AN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
IIT{GKUNGAI{ PEMERII{TAH PROyIilSI SUIIATERA UTARA TAHUN
AI{GGARAN 2009.

Pasal I

Pasal 5 butir c Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2009

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 15 Oktober 2009

GUBERNUR SUMATEM UTARA/

dto

SYAMSUL ARIFIN

R.E. NAINGGOLAN


